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Abstrak   

PPN merupakan salah satu sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat. 

Pengertian PPN adalah tarif pajak yang dikenakan pada suatu transaksi konsumsi barang 

dan jasa dalam negeri, oleh wajib pajak (WP). Adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11 

persen, maka jenis barang dan jasa yang tidak dikecualikan dalam pengenaan PPN 

harganya akan naik.Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode literatur atau studi 

kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal 

ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan 

maupun internet. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa  konsep dasar PPN adalah pajak dari setiap konsumsi kiat atas barang 

atau jasa kena pajak. Sebagian besar barang atau jasa yang kita konsumsi dikenai pajak. 

Jika dikumpulkan, akan kita temukan dana yang cukup besar diterima oleh negara. PPN 

merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang tertinggi nilainya. Rumah tangga 

merupakan miniatur dari sebuah negara. Dalam rumah tangga, tentu membagi keuangan 

untuk pos-pos tertentu. Begitu juga dengan negara. Dalam menjalankan tugasnya, 

pemerintah membagi keuangan untuk pos-pos tertentu. 

 

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai , Metode Literatur 

  

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib 

pajak kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat 

(Ameraldo & Ghazali, 2021)(Ameraldo et al., 2019). Terdapat beberapa macam pajak yang 

ada di Indonesia, seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak 

Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak 

Penghasilan Pasal 26, Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Pajak 
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Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Pajak Kendaraan Bermotor dan yang tidak kalah 

popular adalah PPN dan/atau PPnBM (Sari, 2014). Di sekitar kita sering terjadi transaksi 

dengan adanya pungutan pajak yang menjadi sangat dekat dengan warga Indonesia yang 

mana pajak tersebut bersifat objektif dan tidak bersifat subjektif, pajak tersebut adalah 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) [49]  [50]. Baru-baru ini masyarakat Indonesia kembali 

dibuat heboh dengan kebijakan pemerintah terkait perpajakan (Fadly & Wantoro, 2019). 

Pro dan kontra di kalangan masyarakat dalam menyikapi kebijakan tersebut. Tarif Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen [45]  [47]. 

Tak sedikit masyarakat yang menyayangkan keputusan Pemerintah dalam menaikkan tarif 

PPN dikala pandemi Covid-19 yang masih menjadi bayangan hitam untuk perekonomian 

masyarakat, belum lagi harga BBM yang naik dan kelangkaan minyak goreng yang sesaat 

pernah menjadi angin segar dengan harga subsidi pemerintah, lenyap begitu saja [42] [43]. 

di sisi lain, sebagian masyarakat juga setuju dengan kebijakan pemerintah terkait kenaikan 

tersebut dengan berbagai pertimbangan seperti kondisi dunia yang sedang mengalami 

krisis, subsidi yang terlalu membebani keuangan negara, hingga pemerintah yang sedang 

berusaha memulihkan perekonomian Negara (Larasati Ahluwalia, 2020)  (Lina & 

Ahluwalia, 2021).  Terlepas adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, pada akhirnya 

masyarakat dengan usaha dan perekonomian pas-pasanlah yang dipaksa harus kembali 

menelan pil pahit (Anggarini, Nani, et al., 2021)(Ahluwalia, 2020).   

Walaupun banyak kalangan yang menolak kenaikan tarif PPN 11 persen, namun kenaikan 

tersebut merupakan ketentuan mutlak UU HPP yang tidak dapat ditunda maupun diubah. 

Perlu diketahui juga bahwa adanya kenaikan tarif PPN diikuti oleh perubahan aturan pajak 

lainnya yang menguntungkan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. 

Salah satu perubahan yang menjadi sorotan penting yaitu perluasan bracket tarif 5 persen 

Pajak Penghasilan (PPh) yang juga diatur dalam UU HPP (Fauzi et al., 2021) (Suwarni & 

Handayani, 2021). Sehingga di sini terjadi keseimbangan yakni walaupun masyarakat 

harus membayar PPN lebih tinggi ketika mengonsumsi barang atau jasa kena pajak, tetapi 

kini masyarakat juga akan membayar pajak penghasilan yang lebih rendah (Strategi 

Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan 

Business Model Kanvas, 2020). 
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KAJIAN PUSTAKA 

Pajak Pertambahan Nilai  

PPN merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak ini merupakan salah satu 

sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat [33]  [34]. Pengertian PPN adalah 

tarif pajak yang dikenakan pada suatu transaksi konsumsi barang dan jasa dalam negeri, 

oleh wajib pajak (WP). Adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, maka jenis barang 

dan jasa yang tidak dikecualikan dalam pengenaan PPN harganya akan naik (Novita et al., 

2020)  (Pratama et al., 2022). 

Barang Kena Pajak 

Tidak semua barang dan/atau jasa dikenai pajak setiap transaksinya. Ada beberapa produk 

yang tidak dikenai pajak (Agustina & Isnaini, 2020). Di bawah adalah barang yang tidak 

dikenai PPN, yaitu:  

1. Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh sangat banyak orang. Beras, gabah, 

jagung, sagu, kedelai, garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium, 

daging (daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, 

dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, 

dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus), telur (telur yang 

tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas), susu (susu 

perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak 

mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak 

dikemas), buah-buahan (buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui 

proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau 

tidak dikemas), sayur-sayuran (sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, 

dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah) (Novita 

& Husna, 2020a).  

2. Makanan dan minuman yang dihidangkan di restoran, hotel, rumah makan, warung, 

atau sejenisnya (Novita & Husna, 2020b). Hal ini juga meliputi makanan dan 

minuman yang dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang, termasuk makanan yang 

diserahkan oleh perusahaan jasa boga atau catering (View of Exploring the 
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Relationship between Formal Management Control Systems, Organisational 

Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.Pdf, n.d.) . 

3. Hasil penambangan atau pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya. 

minyak mentah (crude oil), gas bumi (tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang 

siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat), panas bumi, asbes, batu tulis, batu 

setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar 

(feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, 

magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, 

perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, 

tawas (alum), tras, yarosi, zeolit, basal, dan trakkit, bijih besi, bijih timah, bijih 

emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit (Larasati Ahluwalia, 

2020)  (Lina & Ahluwalia, 2021) (Nani, 2020). 

4. mas batangan, uang, dan surat berharga (contoh: saham) Dan jasa yang tidak 

dikenai PPN adalah sebagai  Jasa layanan social,  Jasa layanan kesehatan medis, 

Jasa finance atau keuangan, Jasa pengiriman surat dengan perangko, Jasa yang 

kerohanian atau keagamaan, Jasa edukasi atau pendidikan, Jasa hiburan dan 

kesenian, Jasa penyiaran yang tidak digunakan untuk iklan, jasa angkutan umum 

darat dan air. Serta jasa angkutan dalam negeri yang tidak terpisahkan dengan dari 

jasa angkutan luar negeri dan jasa ketenagakerjaan [25] [26] 

Mengapa PPN harus di bayarkan  

konsep dasar PPN adalah pajak dari setiap konsumsi kiat atas barang atau jasa kena pajak. 

Sebagian besar barang atau jasa yang kita konsumsi dikenai pajak (Lina & Nani, 2020). 

Jika dikumpulkan, akan kita temukan dana yang cukup besar diterima oleh Negara (Fauzi 

et al., 2020). PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang tertinggi nilainya 

(Anggarini, Nani, et al., 2021)(Ahluwalia, 2020). Rumah tangga merupakan miniatur dari 

sebuah Negara  (Yusuf, 2021). Dalam rumah tangga, tentu membagi keuangan untuk pos-

pos tertentu. Begitu juga dengan negara. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah 

membagi keuangan untuk pos-pos tertentu   (Rahmawati & Nani, 2021). 

 

 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

5 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

Dampak Kenaikan Tarif Ppn 11%  

Pemerintah secara resmi telah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 

persen tepat pada tanggal 1 April 2022, sebagaimana amanat pasal 7 Undang�Undang No. 

7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Nani & Ali, 2020).  

o Pemerintah berpandangan bahwa kenaikan tarif PPN ini diharapkan akan meningkatkan 

potensi penerimaan Negara (Nani & Lina, 2022).  Namun momentum kenaikannya di 

tengah kenaikan harga berbagai komoditas akibat tekanan global akan berpotensi 

memperlambat proses pemulihan ekonomi  (Fitranita & Wijayanti, 2020)  (Khamisah et 

al., 2020). 

o Potensi dampak kenaikan PPN 1 persen terhadap beberapa indikator makro ekonomi, di 

antaranya semakin mendorong terjadinya inflasi, penurunan daya beli masyarakat akibat 

kenaikan PPN berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan 

angka pengangguran (Octavia et al., 2020). 

 o Dalam menjaga momentum pemulihan, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat. 

Dalam hal ini, pemerintah harus terus memantau perkembangan harga-harga komoditas, 

utamanya pangan dan energy (Ribhan & Yusuf, 2016) (Anggarini, Putri, et al., 2021). Di 

samping itu, pemerintah harus tetap memprioritaskan program pemulihan ekonomi, yang 

salah satunya ialah program peningkatan ketahanan dan penciptaan kerja  (Riski, 2018). 

METODE  

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau 

studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca 

jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di 

perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini 

adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, 

kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh 

pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan 

data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen. 

Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu iternet 

(Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia 

menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik (Rahmanto et al., 

2021)(Yasin et al., 2021). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penerapan Tarif PPN  

Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11 persen sejak 1 April 

2022 lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12 persen di tahun 2025. Hal 

ini disebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan atau lebih dikenal dengan UU HPP Bab IV pasal 7 ayat (1) tentang PPN. 

Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 15 

persen dan paling rendah 5 persen dan perubahan tersebut diatur dengan Peraturan 

Pemerintah (Anggarini, Nani, et al., 2021) (Riski, 2018). Tarif PPN ini mengalami 

kenaikan sebesar 1 persen dimana sebelum perubahan ditetapkan sebesar 10 persen 

(Anggarini, Nani, et al., 2021). 

Kebijakan Tarif Ppn 11 Persen 

Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN merupakan salah satu usaha pemerintah untuk 

meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak (Anggarini, 2021). Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rata-rata PPN di seluruh dunia 

sebesar 15 persen, termasuk negara Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) dan yang lain-lain, Indonesia di 11 persen dan nantinya 12 persen 

pada tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Hal ini memberikan celah 

untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambal beban keuangan negara serta 

memperkuat pondasi perpajakan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara 

terbesar saat ini [13] [14]. Langkah pemulihan ekonomi paska gelombang tinggi pandemi 

Covid-19 memaksa pemerintah untuk segera menyehatkan kembali APBN (Putri & 

Ghazali, 2021) (Putri, 2021).  Hal ini dikarenakan APBN merupakan instrumen penting 

untuk menghadapi krisis dunia yang disebabkan oleh Covid-19 dan hal ini terbukti sebagai 

penyokong kebutuhan masyarakat di kala pandemi. Pemerintah dalam pengambilan 

kebijakan ini tentu saja tidak terburu-buru, asas keadilan dan tepat sasaran guna menjaga 

kepentingan masyarakat tetap dikedepankan(Fakhrurozi & Adrian, 2021)(Nurkholis et al., 

2021) . Aturan tarif PPN 11 persen yang menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu 

dengan menghapus barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa 

pelayanan sosial, serta jasa lainnya dari pengenaan tarif ini (Permatasari, n.d.). Selain itu, 

penyempurnaan lain dari kebijakan ini adalah diberlakukannya tarif khusus atas jenis 

barang/jasa tertentu yaitu PPN Final misalnya 1 persen, 2 persen, atau 3 persen dari 
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peredaran usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan ini disiapkan 

pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pemungutan PPN terutama dalam hal 

administrasi pengusaha kena pajak (PKP) (Permatasari, n.d.). Tentu kebijakan ini 

merupakan transformasi dari segi perpajakan di Indonesia terutama dalam peningkatan 

penerimaan negara, kita semua berharap kebijakan ini mampu menjadi salah satu jalan 

baik menuju kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

PPN merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak ini merupakan salah satu 

sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat. Pengertian PPN adalah tarif pajak 

yang dikenakan pada suatu transaksi konsumsi barang dan jasa dalam negeri, oleh wajib 

pajak (WP). Tidak semua barang dan/atau jasa dikenai pajak setiap transaksinya. Ada 

beberapa produk yang tidak dikenai pajak. Di bawah adalah barang yang tidak dikenai 

PPN, yaitu: barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh sangat banyak orang, Makanan 

dan minuman yang dihidangkan di restoran, hotel, rumah makan, warung, atau sejenisnya, 

Hasil penambangan atau pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya, Emas 

batangan, uang, dan surat berharga, Selain barang dan jasa yang disebutkan, maka negara 

memberlakukan PPN atas setiap transaksinya. Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN 

merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di 

sektor pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rata-rata PPN di 

seluruh dunia sebesar 15 persen, termasuk negara Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) dan yang lain-lain, Indonesia di 11 persen dan 

nantinya 12 persen pada tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Hal ini 

memberikan celah untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambal beban keuangan 

negara serta memperkuat pondasi perpajakan, karena pajak merupakan sumber penerimaan 

negara terbesar saat ini. Pemerintah dalam pengambilan kebijakan ini tentu saja tidak 

terburu-buru, asas keadilan dan tepat sasaran guna menjaga kepentingan masyarakat tetap 

dikedepankan. Aturan tarif PPN 11 persen yang menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu 

dengan menghapus barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa 

pelayanan sosial, serta jasa lainnya dari pengenaan tarif ini. Selain itu, penyempurnaan lain 

dari kebijakan ini adalah diberlakukannya tarif khusus atas jenis barang/jasa tertentu yaitu 

PPN Final misalnya 1 persen, 2 persen, atau 3 persen dari peredaran usaha yang diatur 
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dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan ini disiapkan pemerintah untuk 

memberikan kemudahan dalam pemungutan PPN terutama dalam hal administrasi 

pengusaha kena pajak (PKP). Tentu kebijakan ini merupakan transformasi dari segi 

perpajakan di Indonesia terutama dalam peningkatan penerimaan negara, kita semua 

berharap kebijakan ini mampu menjadi salah satu jalan baik menuju kesejahteraan serta 

kemakmuran rakyat Indonesia. 

REFERENSI  

Agustina, I., & Isnaini, F. (2020). Sistem Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 pada Universitas XYZ. Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi 

(JIITI), 1(2), 24–29. 

Ahluwalia, L. (2020). EMPOWERMENT LEADERSHIP AND PERFORMANCE: 

ANTECEDENTS. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 7(1), 

283. 

http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/

in_specie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo 

de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOL 

Ameraldo, F., & Ghazali, N. A. M. (2021). Factors Influencing the Extent and Quality of 

Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Shari’ah Compliant 

Companies. International Journal of Business and Society, 22(2), 960–984. 

Ameraldo, F., Saiful, S., & Husaini, H. (2019). Islamic Banking Strategies In Rural Area: 

Developing Halal Tourism and Enhancing The Local Welfare. Ikonomika, 4(1), 109–

136. 

Anggarini, D. R. (2021). Kontribusi Umkm Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi 

Provinsi Lampung 2020. 9(2), 345–355. 

Anggarini, D. R., Nani, D. A., & Aprianto, W. (2021). Penguatan Kelembagaan dalam 

Rangka Peningkatan Produktivitas Petani Kopi pada GAPOKTAN Sumber Murni 

Lampung (SML). Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, 2(1), 59–

66. https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.59 

Anggarini, D. R., Putri, A. D., & Lina, L. F. (2021). Literasi Keuangan untuk Generasi Z 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

9 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

di MAN 1 Pesawaran. 1(1), 147–152. 

Dhiona Ayu Nani, V. A. D. S. (2021). HOW DOES ECO–EFFICIENCY IMPROVE FIRM 

FINANCIAL PERFORMANCE? AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIAN 

SOEs. 4(1), 6. 

Fadly, M., & Wantoro, A. (2019). Model Sistem Informasi Manajemen Hubungan 

Pelanggan Dengan Kombinasi Pengelolaan Digital Asset Untuk Meningkatkan 

Jumlah Pelanggan. Prosiding Seminar Nasional Darmajaya, 1, 46–55. 

Fakhrurozi, J., & Adrian, Q. J. (2021). Kajian Dan Praktik Ekranisasi Cerpen Perempuan 

di Rumah Panggung ke Film Pendek Angkon. Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa 

Dan Sastra Indonesia, 8(1), 31–40. 

Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2020). WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN THE 

DEVELOPING COUNTRY: THE EFFECTS OF FINANCIAL AND DIGITAL 

LITERACY ON SMES’ GROWTH. Journal of Governance and Regulation, 9(4), 

106–115. https://doi.org/10.22495/JGRV9I4ART9 

Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2021). MAPPING POTENTIAL SECTORS BASED 

ON FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY OF WOMEN ENTREPRENEURS: A 

STUDY OF THE DEVELOPING ECONOMY. 10(2), 318–327. 

https://doi.org/10.22495/jgrv10i2siart12 

Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Journal Accounting and Finance Edisi Vol. 4 No. 1 

Maret 2020. Accounting and Finance, 4(1), 20–28. 

Khamisah, N., Nani, D. A., & Ashsifa, I. (2020). Pengaruh Non Performing Loan (NPL), 

BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek …. … : International Journal of …, 3(2), 18–

23. https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/technobiz/article/view/836 

Larasati Ahluwalia, K. P. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Pada Kinerja 

Dan Keseimbangan Pekerjaan-Rumah Di Masa Pandemi Ncovid-19. Manajemen 

Sumber Daya Manusia, VII(2), 119–128. 

Lina, L. F., & Ahluwalia, L. (2021). Customers’ impulse buying in social commerce: The 

role of flow experience in personalized advertising. Jurnal Manajemen Maranatha, 

21(1), 1–8. https://doi.org/10.28932/jmm.v21i1.3837 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

10 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

Lina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, 

L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada KesukLina, L. F., & Nani, D. 

A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, L. F., & Nani, D. A. 

(2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kes. Performance, 27(1), 60–69. 

Lina, L. F., Nani, D. A., & Novita, D. (2021). Millennial Motivation in Maximizing P2P 

Lending in SMEs Financing. September, 188–193. 

Nani, D. A. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Insentif Bagi Manajer Dan Karyawan. 

Jurnal Bisnis Darmajaya, 6(1), 44–54. 

Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical 

Evidence from Indonesian Local GovernmeNani, D. A., & Ali, S. (2020). 

Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from 

Indonesian Local Governments. Jurnal Dinamika Akuntansi. Jurnal Dinamika 

Akuntansi Dan Bisnis, 7(1), 33–50. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671 

Nani, D. A., & Lina, L. F. (2022). Determinants of Continuance Intention to Use Mobile 

Commerce during the Emergence of COVID-19 In Indonesia : DeLone and McLean 

Perspective. 5(3), 261–272. 

Novita, D., & Husna, N. (2020a). Peran ecolabel awareness dan green perceived quality 

pada purchase intention. Jurnal Manajemen Maranatha, 20(1), 85–90. 

Novita, D., & Husna, N. (2020b). The influence factors of consumer behavioral intention 

towards online food delNovita, D., & Husna, N. (2020). The influence factors of 

consumer behavioral intention towards online food delivery services. Jurnal 

Technobiz, 3(2), 40–42.ivery services. Jurnal Technobiz, 3(2), 40–42. 

Novita, D., Husna, N., Azwari, A., Gunawan, A., & Trianti, D. (2020). Behavioral 

Intention Toward Online Food delivery (The Study Of Consumer Behavior During 

Pandemic Covid-19). 17(1), 52–59. 

Nurkholis, A., Susanto, E. R., & Wijaya, S. (2021). Penerapan Extreme Programming 

dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik. J-SAKTI 

(Jurnal Sains Komputer Dan Informatika), 5(1), 124–134. 

Octavia, N., Hayati, K., & Karim, M. (2020). Pengaruh Kepribadian, Kecerdasan 

Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Bisnis Dan 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

11 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

Manajemen, 2(1), 130–144. https://doi.org/10.23960/jbm.v16i2.87 

Permatasari, B. (n.d.). THE EFFECT OF PERCEIVED VALUE ON E- COMMERCE 

APPLICATIONS IN FORMING CUSTOMER PURCHASE INTEREST AND ITS. 

101–112. 

Pratama, E. N., Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2022). The Effect Of Job Satisfaction 

And Organizational Commitment On Turnover Intention With Person Organization 

Fit As Moderator Variable. Atm, 6(1), 74–82. 

Putri, A. D. (2021). Maksimalisasi Media Sosial untuk Meningkatkan Pendapatan dan 

Pengembangan Diri Generasi Z di MAN 1 Pesawaran. Journal of Social Sciences and 

Technology for Community Service (JSSTCS), 2(2), 37. 

https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1180 

Putri, A. D., & Ghazali, A. (2021). ANALYSIS OF COMPANY CAPABILITY USING 7S 

MCKINSEY FRAMEWORK TO SUPPORT CORPORATE SUCCESSION ( CASE 

STUDY : PT X INDONESIA ). 11(1), 45–53. https://doi.org/10.22219/mb.v11i1. 

Rahmanto, Y., Burlian, A., & Samsugi, S. (2021). SISTEM KENDALI OTOMATIS 

PADA AKUAPONIK BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO UNO R3. 

Jurnal Teknologi Dan Sistem Tertanam, 2(1), 1–6. 

Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN 

PERUSAHAAN, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TAX AVOIDANCE. 

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 26(1), 1–11. https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246 

Ribhan, R., & Yusuf, N. (2016). Pengaruh Moral Kognitif Pada Kinerja Keperilakuan Dan 

Kinerja Hasil Tenaga Penjualan. Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan| Journal of 

Theory and Applied Management, 6(1), 67–78. 

https://doi.org/10.20473/jmtt.v6i1.2660 

Riski, D. (2018). Pengaruh Total Pendapatan Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Laju 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. TECHNOBIZ : International Journal of 

Business, 1(1), 1. https://doi.org/10.33365/tb.v1i1.182 

Sari, T. D. R. (2014). PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, KONTROL PERILAKU 

PERSEPSIAN TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PAJAK WP BADAN. 

Universitas Lampung. 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

12 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan 

Pendekatan Business Model Kanvas, 19 Journal Management, Business, and 

Accounting 320 (2020). 

Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2021). Development of Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSME) to Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2021). Development of 

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to Strengthen Indonesia’s Economic 

Post COVID-19. Business Management and Strategy, 12(2), 19. h. Business 

Management and Strategy, 12(2), 19. https://doi.org/10.5296/bms.v12i2.18794 

View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems, 

Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership 

Characteristics.pdf. (n.d.). 

Yasin, I., Yolanda, S., & Studi Sistem Informasi Akuntansi, P. (2021). Rancang Bangun 

Sistem Informasi untuk Perhitungan Biaya Sewa Kontainer Pada PT Java Sarana 

Mitra Sejati. Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (JIMASIA), 1(1), 24–34. 

Yusuf, N. (2021). The Effect of Online Tutoring Applications on Student Learning 

Outcomes during the COVID-19 Pandemic. Italienisch, 11(2), 81–88. 

http://www.italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/100 

 


